
BT'PATI TANA TORAIA
PROVIII$ sI'LAWESI SELATNT

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORA.IA

NOMOR: 231 lvt lvnon tD?5
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI
PERMATAAN MANDIRI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

Menimbang

Mengingat

BUPATI TANA TORAJA,

a. bahwa untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang
dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil, perlu dilakukan
penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;

b. bahwa untuk melakukan penilaian pernyataan mandiri pelaku
usaha mikro dan kecil di Kabupaten Tana Toraja, perlu
dibentuk tim penilai pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan
kecil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Penilai Pemyataan.
Mandiri Petaku Usaha Mikro dan Kecil

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahlun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 4 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
PenEtapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keda menjadi Undang-
Undang (L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2023
Nomor-4 i , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 147 Tahu 2024 ter,tar,g Kabupaten
Tana foraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lemba:an Negara

Republik 
-lndonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan

Lembaran Negara RePublik In
4. Peraturan Pemerintah Nom

Penyelen ggaraan Penataan
Indonesia Tahun 2O2l Nomor
Republik lndonesia Nomor 66

5. Peiaturan Menteri Agraria dal Tata Ruang/KePala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang



2

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 2l Tahun 2O21 tentang
Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2021 Nomor 1484);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2Ol l Nomor
t2l.

MEMUTUSKAN:

KESATU

KEDUA

Membentuk Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan

Kecil (PMP UMK) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:

a. Pengarah;
b. Penanggung Jawab;
c. Tim Teknis; dan
d. Sekretaiiat.
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Trlgas Tim Penilai Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sebagaimana

yang dimaksud dalam Dilff-rm KESATU meliputi:
a. Pengarah, bertugas:

1. memberikan arahan, saran, atau masukan dalam rangka

pelaksanaan tugas tim penilai PMP UMK;

2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

tugas tim Penilai PMP UMK; dan

3. membentuk Tim Penilai PMP UMK'

b. Penanggung Jawab, bertugas:
1. Befran&ung jawab teihadap seluruh proses penilaian PMP

UMK;
2. Menugaskan tim teknis melakukan penilaian PMP UMK; dal
3. Menyetujui PMP UMK yang akan dilakukan penilaian'

c. Tim Teknis:
1. Ketua Tim Teknis, bertugas:

a. Memastikan proses penilaian PMP UMK dilakukan

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

b. menentukan PMP UMK yang diprioritaskan

Penilaiannya;
c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (untuk

sus;.tftan keanggotoan tim penilai PW pada tin4kat

pusat)l
d. melakukan koordinasi dengan

menerbitkan PMP UMK;

e. menunjuk koordinator lapangan;

f. mengetahui dan menandatangani
Penilaian PMP UMK; dan

g. menyetujui dan menandatangani
Penilaian PMP UMK.

instansi ,r"*f

Formulir Ana)tsisf

Berita Acara Hasil
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2. Koordinator Lapangan, bertugas:
a) mengusulkan petugas lapangan;
b) melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan;
c) menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
d) mengusulkan PMP UMK yang diprioritaskan penilaianaya

kepada ketua;
e) memastikan petugas lapangan melakukan penilaian PMP

UMK secara akuntabel; dan
f) menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran

PMP UMK, Berita Acara Tidak Terlaksananya Penila.ian PMP
UMK, Formulir Analisis Penilaian PMP UMK, serta Berita
Acara Hasil Penilaian PMP UMK.

3. Petugas Lapangan, bertugas:
a) mengisi atribut data yang termuat dalam dokumen PMP

UMK;
b) melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan secara

akuntabel yang dicatat dalam Formulir Pemeriksaan dan
Pengukuran Penilaian PMP UMK dan ditandatangani;

c) menyusun dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan
dan Pengukuran Penilaian PMP UMK;

d) menyu.sun dan menandatangani Berita Acara Tidak
Terlaksananya Penilaian PMP UMK;

e) melakukan analisis penilaian yang dicatat dalam Formulir
Analisis Penilaian PMP UMK dan ditandatangani; dan

f) meny.rsun dan menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian
PMP UMK.

d. Sekretariat,bertugas:
1. berkoordinasi dengan tim teknis dalam rangka pelaksanaan

tugas tim teknis;
2. mengelola sistern informasi yang digunakan dalam penilaian

PMP UMK;
3. mengumpulkan hasil penilaian PMP UMK
4. menyampaikan hasil penilaian PMP UMK kepada pemegang PMP

UMK;
5. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan lain yang

diperlukan dalam rangka penilaian PMP UMK; dan

6. mempersiapkan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tana Torqia Tahun

2025
Keputusan Ehrp*i ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan '

Ditetapkan di Makale

KETIGA

KEEMPAT

BU
pada tan

A

DRAKTOMBEG

Nasional Republik Indonesia

3 :ut]r ,D2S
roRAjAt

Tembusan:
1 . Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan

di Jakarta;
2. Gubemur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Tor4ia di Malcale;
4. Para Anggota Tim Penilai Pemyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil'



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORA"IA

NoMoR | 2U lvt./ rot'ux to's
TANGGAL : ?Jun, 1DrS
TENTANG : PEMbENTUKAN TIM PENII"AI PERI.IYATAAN MANDIRI PET.A'KU USAHA

MIKRO DAN KECIL

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENILAI PERMATAAN MANDIRI PEI.AKU USAHA MIKRO DAN KECIL

4-

Bupati Tana Toraja

Kepala Dinas PUTR

: Kepala Bidang Tata Ruang

; Fungsional Penataan Ruang (Yosi Sura'Amran, S'D

1. Pengawas Tata Ruang (Martinus Tandi Ra'pak, SE)

2. Pengawas Tata Ruang (Ranga Mangguali Tallu, SH)

3. Analis Perencanaan Tata Ruang (Desyana Bontong, S'IJ

4. Pengelolah Tata Ruang (lmasari Tangkelembang, S.Ip)

5. Pengelolah Pembinaan Pembangu.n an
(Urbanus kmbang, SM)

6. Pengelolah Tata Ruang (Agustinus Palamba)

: Pengawas Tata Ruang (Alfrus Paturunan, ST)

I

IlI

Pengarah

Penanggung Jawab

Tim Teknis

Ketua

Koordinator Lapangan

Petugas Lapangan

[V Sekretariat

.BUPATI TANA TORA"IA

TOMBEG

t


